LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.242, 2020 KEUANGAN. Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Perekonomian Nasional. Jaminan Pemerintah Pusat.
Pembiayaan Pembangunan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2020
TENTANG
JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong perekonomian
nasional dan/atau program pemulihan ekonomi
nasional, perlu mengoptimalkan peran lembaga
keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan
sebagai salah satu alternatif pembiayaan
pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

b. bahwa untuk mengoptimalkan peran lembaga
keuangan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
penjaminan atas pemanfaatan pembiayaan
pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Jaminan

Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Pembangunan

www.peraturan.go.id



2020, No.242

Mengingat

—

dalam rangka Mendorong Perekonomian Nasional

dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6267);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6542);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN PEMERINTAH
PUSAT ATAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM
RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
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BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Jaminan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh
Pemerintah  Pusat terhadap pembiayaan yang
diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin
dalam rangka mendorong perekonomian nasional
dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan yang
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, yang
memberikan pembiayaan kepada BUMN, BUMD,
Pemerintah Daerah, badan usaha, atau Pelaku Usaha
selaku Terjamin.

Lembaga Keuangan adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor
perbankan maupun non perbankan.

Terjamin adalah BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah,
badan usaha, atau Pelaku Usaha yang memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Program  Pemulihan Ekonomi Nasional yang
selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian
kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional
yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan
negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk
mempercepat penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan serta
penyelamatan ekonomi nasional.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan wusaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan negara yang dipisahkan.
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Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan wusaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan
sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha
Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi
yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian tertulis
dalam rangka pemberian pinjaman, penerbitan surat
utang/obligasi, atau pembiayaan dalam bentuk lain
yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang
menyediakan pembiayaan dan pihak yang menerima
pembiayaan.

Regres adalah hak pemberi Jaminan untuk menagih
Terjamin atas apa yang telah dibayarkannya kepada
Penerima Jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban
finansial yang timbul dari Jaminan dengan
memperhitungkan nilai waktu dari wuang yang
dibayarkan (time value of money).

Badan Usaha Penjaminan adalah Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan
Infrastruktur yang didirikan untuk memberikan
penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur,
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan
implementasi penjaminan Pemerintah dan kegiatan
lain yang berhubungan dengan pelaksanaan
pembangunan proyek yang mendukung perekonomian
nasional, serta untuk memberikan penjaminan
Pemerintah dalam pembiayaan di bidang lainnya
selain infrastruktur berdasarkan penugasan
Pemerintah.

Pemerintah  Pusat yang  selanjutnya  disebut
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